LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

B ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah periu ditinjau kembali ;

b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, periu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;

1. Undangundang Nomor 28 Tahun 1939 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;



4. Undang-undang Nomor 32 Tawn 2004  tentd
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg3@ Republik Indoness
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negard
Nomor 4437) sebagaimana telah diitah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tetang Persturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomol 3 Tahun 2009
tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undsng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

5. Undang-undang Nomor 14 ~ Tahun 2007  tentand
Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4690) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Negara Republik Indonesia Tahun 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang‘
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
Nomor 197) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pef_nbementhn
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4263) ;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teptant?
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeﬂntar;
Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daer'qa

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik |ndoneslr

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomo

4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentand
Daerah (Lembaran Negara

Pedoman Organisasi Perangkat
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tagmbaha"
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4741),
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
,{" AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
3 dan -
BUPATI BUTON UTARA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA

BAB I

= KETENTUAN UMUM

Pasal 1

S ' Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

B Daorah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara ;

g pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara ;
3 Bupcti acalah Bupat Buton Utara ;

pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
snyelenggara Pemerintahan Daerah;

®heranakat daerah adalah OrganisasiLembaga pada Pemerintah Daerah yang
thetanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
tPemerintahan,;

as Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur
aksana operasional Dinas/ Lembaga Teknis Daerah;

atan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup
srintah Daerah;

slon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.



BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
0o an Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
niran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai
, nan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah.

faqan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercatum pada Lamplran
,/d Xill yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan

Naerah ini.

B Rinclan tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

L lanjut dengan Peraturan Bupati.

e BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

e Pasal 3

@ Dinas s Daerah adalah unsur Pelaksana Daerah ;

.ﬁ ;.. as Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab
fkapada Bupati .

;

| - Pasal 4

i ';Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

Begian tugas Pemerintahan Daerah.

B Pasal 5

gam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Daerah

nggarakan fungsi:

yumusan  Kebijakan Daerah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebljakan Teknis

angnya '

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

gelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

gawasan atas pelaksanaan tugasnya;

ampalan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan
|~ sinya kepada Bupati ;

sanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

53 ya.
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Pasal 6
J Daerah Terdiri dari:
% Dinas Pendidikan ;

I Dinas pemuda, Olah Rega, Kebudayaan dan Pariwisata ;

nas Kesehatar.;
i+ Dinas Soslal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
¥ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

Dinas Pekerjaan Umum ;
inas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;

inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;

_ Dinas Kependudukan den Catatan Sipil;
"~ Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan ;

Dinas Kehutanan ;
Dinas Kelautan dan Perikanan ;

& m. Dinas Pertambangan dan Energl.
da ayat (1) dalam melaksanakan

“Dinas-Dinas  sebagaimana dimaksud pa
asnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

kretaris Daerah.
Baglan Pertama

Dinas Pendidikan
Pasal 7

Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
ian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.

Pasal 8
melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pendidikan
elenggarakan fungsi .
erumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan.
elaksanaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya.
emberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.

embinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.



i jo|aan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Pelolaan ketata usahaan Dinas.

_~(V-’. rasan atas pelaksanaan tugasnya.

Syampaikan lagoran hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas

Wiungsinya kepada Bupati;
2 sanaan tugas lain yang diberikan Bupati,
. Baglan Kedua
®  Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parlwisata
] Pasal 9

Po wda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu
BB dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang
Bdaan dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 10

'laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Fémuda,
Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

et : usan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan
BN Pariwisata.

v f;. anaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya.

BPamberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.

2 Pambinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

Bangelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

ngelolaan ketata usahaan Dinas.

@gawasan atas pelaksanaan tugasnya.

ampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas

i fungsinya kepada Bupati;

@ieksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.



Baglan Ketiga
Dinas Kesehatan
Pasal 11
: mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
fUrusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
4 Pasal 12
\ aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatas, Dinas
Agian menyelenggarakan fungsi:
usan kebijakan teknis dibldang Kesehatan.
;.\  anaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
i berian Perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum.
Bembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
. milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya

Bengeloiaan barang
Pengelolaan ketata usahaan Dinas.
Spengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

nyampaikan laporan hasil evaluasi, saran,
B dan fungsinya kepada Bupati.

B Pelaksanazn tuges lain yang diberikan Bupati.

& Baglan Keempat

- Dinas Soslal, Tenaga Kerja, dan Transmigras|
Pasal 13

'~Sosial. Tenaga Kerja, dan Transmigrasl mempunyal tugas membantu Bupati
jam menyslenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Soslal, Tenaga

82, dan Transmigrasi.

dan pertimbangan dibidang tugas

= Pasal 14

JPlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial,
Kerja, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsl :

' “Pefumusan kebijakan Teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja,
B boaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

dan Transmigras;




n bantuan sosial, Perizinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;

aan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

B 1iaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

Rebiaan ketata usahaan Dinas;

¥ san atas pelaksanaan tugasnya;

jan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas
.' i gsinya kepada Bupati;

anaan tugas lain yang diberikan Bupati;

Baglan Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

, wubungan, Komunikas! dan Informatika mempunyai tugas membantu
dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang

an.

B Pasal 18
B molaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatas,
“ f ngan, Komunikas! dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

umusan kebijakan Teknis dibidang Perhubungan, Informatika, Pos dan
komunlkasi

elaksanaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya ;

rlan bantuan Pelayanan dan Perizinan dalam pelaksanaan Pelayanan

R B Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
g gelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

: ngelolaan ketata usahaan Dinas ;

@Pongawasan atas pelaksanaan tugasnya;

o ,r yampalan laporan hasil evaluasl, saran, dan pertimbangan dibldang tugas
gan fungsinya kepada Bupati;

elaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.



Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 17

B '_"Pekeq'aan Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam
gnggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum.

4 Pasal 18 u
-3 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatas, Dinas
Rkedaan Umum dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

i mmusan kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Wilayah ;
; laksanaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya ;

EPemberian Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum ;

: ’ mbinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional

: engelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

& Pengelolaan ketata usahaan Dinas ;

;Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

8= Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas
€ dan fungsinya kepada Bupati ;

81 Molaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

' ' Baglan Ketujuh

B Dinas Perindustrian, Peradagangan, Koperasl, Usaha Kecll dan Menengah
= Pasal 19

= "fn:»: 7Peﬁndustrlan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
3 a8 membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebaglan Urusan Pemerintahan
bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 20

Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatas, Dinas
Paindustrian, Perdagangan, Koperasl, Usaha kecil dan Menengah mempunyal fungsi:

; kebfjakan Teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
=2 a kecil dan Menengah ;



; anaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya
n Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Umum |

n terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
h yang menjadi tanggung jawabnya |

L

[ binaa
Bgelolaan barang milik / kekayaan daera
Mcelolaan ketata usahaan Dinas ;

8- awasan atas pelaksanaan tugasnya
P yampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pe
o fungsinya kepada Bupati;

Baaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

3 Baglan Kedelapan

‘ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
k- Pasal 21

“pgndapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah mempunyai tugas
geber Bupatl dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang
Bdspatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah. ~ ~
F Pasal 22 "
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatas, Dinas

Bdanatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai fungsi .

srumusan kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan

Asat Daerah ;
onisasi  pelaksanaan kebijakan ~dibidang Pendapatan,

euangan, dan Asset Daerah ;
i§Pemberian Perizinan, pelayanan
Bbombinaan terhadap UPTD dan k
B endelolaan barang milik / kekayaan daerah yang me
Bgngelolaan ketata usahaan Dinas ;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
$Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran,
Ban fungsinya kepada Bupati;
S Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

rimbangan dibidang tugas

Pengelolaan

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

elompok jabatan fungsional ;
njadi tanggung jawabnya ;

dan pertimbangan dibidang tugas



Baglan Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 23

; Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam
onggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan
Rtan Sipl. ’ :

1 Pasal 24 _
B melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatas, Dinas
fendudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
) Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
B o./aksanaan Urusan Pemerintahan sesual bidang tugasnya;
BEosmberian pelaksanaan Pelayanan Umum,
& Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
% Pongelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnys;
® Pengelolaan ketata usahaan Dinas;
iy« Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya,
B - Penyampaian laporan hasll evaluasi, saran,

B-dan fungsinya kepada Bupati ;

SR Molaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati ;

i Baglan Kesepuluh
Dinas Pertanlan, Peternakan dan Perkebunan

Pasal 25

i3 Pertanlan, Peternakan dan Perkebunan mempun
= ‘menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dib
emakan, Perkebunan dan Kehutanan .

Pasal 26
o melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas
lan, Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
% Perumusan kebiakan Teknis dibidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan ;

berlan Perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
g Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;

dan pertimbangan dibidang tugas

yai tugas membantu Bupati
idang Pertanian,



elolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
elolaan ketata usahaan Dinas ;

; _awasan atas pelaksanaan tugasnya ;

ksanaan tugas lain yang diberikan Bupati ;

i 'yampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas
fan fungsinya kepada Bupati.

Baglan Kesebelas

3 Dinas Kehutanan

Pasal 27

iKahutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

solan Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan serta merumuskan kebljakan
penyusunan perencanaa sesual peraturan perundang-undangan yang berfaku.

Pasal 28
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas
an mempunyai fungsi :
ngkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja bidang kehutanan ;
Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kehutanan ;
berian Perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
mbinaan terhadap UPTD dan kelompok Jabatan fungsional ;
hgelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
gelolaan ketata usahaan Dinas ;
aksanaan tugas lain yang diberikan Bupati ;
Baglan Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

~Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati ~dalam
nggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.



Pasal 30

. ﬁwlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Kelautan
FPerikanan mempunyal fungsi :

'mmusan kebijakan tehnis d| bidang Kelautan dan Perikanan;
mberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
; mbinaan UPTD dan Jabatan Fungsional ;

’ngelolaan Barang Milik / Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
ngelolaan Ketatalaksanaan Dinas ;

P Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas ;

i ';: yampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, dan Pertimbangan di bidang tugas

fdan fungsinya kepada Bupati ;
B Palaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
Baglan Ketigabelas
Dinas Pertambangan dan Energl
Pasal 31

pas Pertambangan dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
olenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 32

fam melaksanakan tugas sebahagian dimaksud dalam Pasal 31 Dinas

riambangan dan energi mempunyai fungsl :

% Perumusan kebljakan tehnls dibldang pertambangan dan energi ;

Pembedan perizinan-dan pelaksanaan pelayanan umum ;

88 Pembinaan UPTD dan Jabatan Fungsional

&= Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

B Pengelolaan ketatalaksanaan Dinas ;

g Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas ;

L3 Penyampalan Laporan Evaluasi, Saran, dan Pertimbangan tugas dan fungsinya
 kepada Bupati ;

g% Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati .



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Pasal 33

.‘-'; . terdii dari 1 (satu) sekretariat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bidang,
rlat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari paling
3 (tiga) seks;

Bines terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bidang,
** elariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari paling
nyak 3 (tiga) seksi;

;-H Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri 1(satu) Sub Bagian tata usaha dan
gslompok jabatan fungsional ;

Ik Pelaksana Teknls Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat
@hentuk paling banyak 2 seksi ;

‘1," Pelaksana Teknis dinas dapat dibentuk sesuai kebutuhan Daerah;

I Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
& pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan Bupati ;

B berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3 Baglan Pertama
Dinas Pendidikan

e Pasal 34
Dines Pendidikan terdirl dari :
B2 Sokretarlat Dinas;
b= Bidang Pendidikan Dasar ;
fo- Bidang Pendidikan Menengah ;
= ’“’Bidang Pendidikan Non Formal ;
E=Bekretariat Dinas membawahi :
- Sub Baglan Perencanaan ;
-~ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
: Sub Baglan Keuangan.
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: [dang Pendidikan Dasar membawahi :
&4 Seksi Kurikulim Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar;
‘ Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
e Seksi Sekolah Menengah Pertama.
| 7ldan"g Pendidikan Menengah membawahi :
. -Seksi Kurikulum SMU dan SMK;
&%b. Seksl Sekolah Menengah Umum;
Seksl Sekolah Menengah Kejuruan.
idang Pendidikan Non Formal membawahi :
0. Seksl Pendidikan Luar Sekolah ;
Bb. Seksl Kejar Usaha
B Seksi Sekolah Luar Biasa (SLB)
Baglan Kedua
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 35

'Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
-a.  Sekretaris Dinas;

Bidang Pemuda dan Olahraga ;

. Bidang Kebudayaan ;

d. Bidang Pariwisata.

% Sekretariat Dinas membawahi :

Ea. Sub Baglan Perencanaan;

&b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

£ . Sub Baglan Keuangan.

#)~Bidang Pemuda, Olahraga membawahi :

B2 Seksi Pembinaan Generasl Muda;

b, Seksi Olahraga ;

¢ Seksl Pendataan, Monitoring dan Evaluasi.



',[;‘}g Kebudayaan membawahi :

RS ksl Purbakala dan Cagar Budaya;

& 5oksi Sejarah dan Nilai Budaya ;

B Seks! Kesenian, Bahasa dan Sastra.

i, J 7 Pariwisata membawahi :

& Soksi Pengembangan Produksi dan Pemasaran ;

geksl Usaha Jasa dan Usaha Sarana ;

X Seksl Obysk Daya Tarik Wisata dan Estandar Mutu Produksi.

Baglan Ketiga
Dinas Kesehatan
Pasal 36

Bas Kesehatan terdiri dari:

=Bekretariat Dinas;

% Bidang Promosi dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
.k Aang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan ;
=2Bidang Kefamasian dan Regdit Sarana Kesshatan
ldang Pelayanan Medis, Sesga Gizo dan Puskesmas ;
Sekretariat Dinas membawahi :

i _8ub Baglan Perencanaan;

% Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

B Sub Baglan Keuangan.

; .";;.‘ Promosi dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahi :
Beksi Penyuluhan Kesehatan ;

JPKM ;

| Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

emberantasan Penyakit dan Penyehatan membawahi :

{Oeksi Pemberantasan Penyakit Menular,

Beks! Survellans dan Imunisasi.



B KefarmaSIan dan Regdit Sarana Kesehatan membawahi :
Boksi Makmin, Kosmetik dan Narkoba;

ksl Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan;

i ksl Obat dan Perbekalan Kesehatan.

,,,_? 1 Pelayanan Medis, Kesga Gizl dan Puskesmas membawahi
<. i Pelayanan Medis, KIA, KB dan Matra ;

B Seksi Glzi ;

% Soks! Puskesmas.
Baglan Kesmpat

Dinas Soslal, Tenaga Kerja dan Trasmigrasl
Pasal 37

Soslal Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

% Sekretariat Dinas;
a dang Sosial;
I Bidang Tenaga Kerja ;
f- Bidang Transmigrasl.
BBekretariat Dinas membawahi:

§.Sub Baglan Perencanaan ;
b, Sub Baglan Umum danKepegawaian;
b SubBagian Keuangan.
B Bidang Soslal membawahi :

8. Seksi Rehablitasi dan Pemberdayaan Soslal;

b, Seksl Jaminan dan Bantuan Sosial.
Bidang Tenaga Kerja membawahi :
). Soksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

b, - Seksl Program Pelatihan dan Sertifikasi.
EBidang Transmigrasi membawahi :
8. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

. - Seksi Pembinaan dan Usaha Ekonomi.



Baglan Kelima
| . Dinas Perhubungan, Komunikas! dan Informatika
3 Pasal 38

§ Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
ok etarls Dinas;
Bang Perhubungan Darat
Bidang Perhubungan Laut;
[Bidang Komunikasi dan Informatika ;
Petariat Dinas membawahi
e ) Baglan Perencanaan;
B5.b Baglan Umum dan Kepegawaian ;
FSub Baglan Keuangan;
fang Perhubungan Darat membawahi :
Bsoksi Lalu Lintas, Kesslamatan dan Teknik Sarana ;
§5eks! Angkutan dan Prasarana.
dang Perhubungan Laut membawahi .
:Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
I Seks! Kepelabuhanan.
’ g Komunikasi dan Informatika membawahi :
< Seksl Komunikasi dan Informatika ;

B Seksl Pos dan Telekomunikasi.
: Baglan Keenam

Dinas Pekerjaan Umum

3 Pasal 39
fPhnas Pekerjaan Umum terdiri dari :
L. Sokretaris Dinas;
. Bldang Survey dan Pendataan;
& Bidang Cipta Karya;
il Bidang Binamarga.
3 Bidang Tata Bangunan.
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kretariat Dinas membawahi :

i Sub Bagian Perencanaan;

b= Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan.

WtBidang Survey dan Pendataan membawahi :

& Seksi Survey dan Program;

{. Seksi Pendataan dan Pengendalian.

R Bidang Cipta Karya membawahi :

59— Seksi Perumahan dan Pemukiman;

. Seksi Air Bersih, Irigasi dan Bangunan Pengairan.

B:Bidang Binamarga membawahi :

fa. Seksi Peralatan dan Perbekalan;

b, Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Legger.
f-Bidang Tata Bangunan

« 'a.' Seksi Penataan, Registrasi, Pengukuran dan Pengawasan ;

=D, Seksi Tata Bangunan, Pengembangan Kawasan dan Perizinan.

Baglan Ketujuh

== Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperas| Usaha Kecll dan Menengah
Pasal 40

fu' Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri

fre.  Sekretaris Dinas;

th. Bidang Perdagangan;

¢ Bidang Perindustrian;

@0, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
0:-Sekretariat Dinas terdiri dari:

f8  Sub Baglan Perencanaan;

0. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

EC.  Sub Bagian Keuangan.



Wing Perdagangan membawahi :

eksi Usaha dan Pemberdayaan Perdagangan;

M. Soksi Pendattaran dan Informasi Preusan ;

‘ Seksi Pengawasan, Meterologl dan Perfindungan Consumen.
§ang Perindustrian membawahi

{% Seks! Pendaftaran Perizinan dan Usaha Perindustrian;

Seksl Pembinaan Terhadap Gangguan dan Dampak Lingkungan ;
eksi Pengolahan Data dan Pengembangan IKBM.

®idang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Pembinaa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

B Seksi Permodalan, Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan ;

»- Seksi Pendaftaran Koperasi, Monitoring dan Evaluasi.

Baglan Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- Pasal 41
8 Dines Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari ;
' Sekretaris Dinas;

b, Bidang Pajak dan Retribusi;
‘ — Bidang Anggaran;
&4, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
e, Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 ~ Bidang Pengelolaan Assst Daerah.
geoekretariat Dinas membawahi :
2. Sub Baglan Perencanaan;
. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
BL. Sub Bagian Keuangan.
EBidang Pajak dan Retribusi membawahi :
2. Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusl ;
. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusl.
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ang Anggaran membawahi :
f Anggaran Langsung;
& Anggaran Tidak Langsung.
gdang Perbendaharaan dan Verifikasi membawahi :
¥ Perbedaharaan;
N Verifikasi.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
& Seksi Akuntansi;
Seks! Pelaporan

Bldang Pengelolaan Asset Daerah membawahi :
= - Seks! Perencanaan dan Pemefiharaan;
Seksl Inventarisasi dan Penghapusan.

Baglan Kesembllan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipli

- Pasal 42

#2Dinas Kependudukan dan Catatan Sipll terdiri dari :
B, Sekretaris Dinas;

Bidang Kependudukan ;
B¢, Bidang Catatan Sipil ;
84 Bidang Pegolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
0 Sekretadat Dinas membawahi :
8. Sub Baglan Perencanaan ;

eb. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;

e SubBaglan Keuangan.

BBidang Kependudukan membawabhi

. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;

g, Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.

EBldang Catatan Sipll membawahi :

[ Seks Pelayanan Akta ;

8D, Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
E:Bldang Pegolahan Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan membawehi :
8. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;

b,  Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



Baglan Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3 Pasal 43
,penaman, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
ieokretaris Dinas, :
ldang Pertanian;
‘ Bldang Petemakan;
% Bidang Perkebunan;
Betariat Dinas membawahi:
i Sub Baglan Perencanaan,
% cub Bagian Umum dan Kepegawalan;
& Sub Bagian Keuangan.
q Pertanian membawahi :
&Seks!| Produksi Tanaman Pangan ;
B2 Soksi Pengelolaan Lahan dan Air
: ‘,_' Seksi Sarana dan Prasarana.
b ang Petemakan membawahi :
Seksl Produksi Temak ;
% geksi Kesshatan Hewan dan Kesmavet,
Q=% Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengawasan Temnak.
B®ldang Perkebunan membawahi :
B Seksi Produksi Perkebunan ;
b Seks| Pengolahan dan Pemasaran ;
- Seks! Holtikuttura.

L

Baglan Kesebelas

Dinas Kehutanan

Pasal 44

as Kehutanan terdiri dari :

'-L =Bekretaris Dinas;

Bldang Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
-Bldang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan ;

Bidang Penguasaan Hutan;

ang Rehabilitasi dan Bina Produksl Hutan.
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Rcckretariat Dinas membawahi :

isub Bagian Perencanaan;

Soub Bagian Umum dan Kepegawaian;

fisub Bagian Keuangan.

idang Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan membawahi :
a Seksl Pengawasan dan Perlindungan Keamanan Hutan ;

& p.  Seksi Pembinaan, Konservasi dan Rehabilitasi Hutan.

,, ,,Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahi :

o Seks! Inventarisasi dan Perpetaan;

: b Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelporan ;

“Bidang Penguasaan Hutan membawahi :

a Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan ;

= b Seksi Perizinan, Pengelolaan dan Pengujlan Hasil Hutan.
idang Rehabilitasi dan Bina Produksi Hutan membawahi :

. Seksi Rehabilitasl dan Konservasi,

. Seksi Penyuluhan dan Perundang-Undangan.
Baglan Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 45

Dinas Kelautan dan Perikanan terdirl dari :

. Sekretaris Dinas;
. Bidang Penelitian dan Pengembangan Usaha Perikanan ,
—¢. Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Perlindungan Pesisir,
t d. Bidang Produksi dan Data ;
=e. Bidang Pengolahan Usaha Perikanan dan Pemasaran.
& Sekretariat Dinas membawahi :
Fa. SubBagian Perencanaan,
£b. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
B, Sub Baglan Keuangan.
idang Penelitian dan Pengembangan Usaha Perikanan membawahi:
f-a.  Seksi Teknologl Kelautan dan Perikanan;

£-0. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.
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ang Pengawasan Sumber Daya dan Perindungan Pesisir membawahi -
Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
Seksi Pengelolaan Pesisir.
ng Produksl dan Data membawahi :
"Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya ;
Seksi Data dan Perizinan.
ng Pengolahan Usaha Perikanan dan Pemasaran membawahi :
Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;
Baglan Ketlgabelas
Dinas Pertambangan dan Energl
Pasal 46
B Dinas Pertambangan dan Energi terdir dari :
B2 Sekretaris Dinas;
Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
Bidang Pertambangan Umum;
f i#d. Bldang Energi.
= Sekretariat Dinas membawahi
BB 2 Sub Bagian Perencanaan;
b, Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
k¢, Sub Bagian Keuangan.
-Bidang Geologl dan Sumberdaya Mineral membawahi :
~ Seksl Pemetaan dan Penyiapan Wilayah;
Seks! Peralatan dan Laboratorium ;
~Ssksi Pengelolaan Alr Bawah Tanah dan Permukaan.
§Bidang Pertambangan Umum membawahi :
‘Seksi Explorasi dan Exploitasl;
~ Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tambang ;
~Seksi Pendaftaran dan Perizinan Pertambangan.
deng Energi membawahi :
Seksl Minyak dan Gas;
-Seks| Ketenaga Listrikan ;
* Seksl Pengawasan Minyak, Gas dan Ketenagahsmkan



BABY
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 47

ngkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
utuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

e Pasal 48

'Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
i terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang
& keahliannya;

H) Jumlah jabatan fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
B bordasarkan analisls kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
& diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABYVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 49

U Dtllngkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
¥ kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berfaku.

i | Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIl
TATA KERJA
Pasal 50
Kepa!a Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama
Kepa!a Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dibawah pimpinan Bupati.
Pasal 51

Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem
las kinerja aparatur.

' Pasal 52
: pknplnan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib
rapkan prinsip koordinan Intergrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya
dalam hubungan dengan instans! lain.

Pasal 53
plrnplnan satuan organisasi wajlb menerapkan sistem pengendalian interen di
fingan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji sllang.



& Pasal 54

fap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin  dan
Bangkoordinasikan bawahan  masing-masing dan  memberikan
angarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

gam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
wnbinaan dan pengawasan terhadap satuanorganisasi dibawahnya.

153

BAB Vill
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 56

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat kan
persetujuan tertulis dari Gubemur ;

spala Dinas adalah adalah Jabatan Struktural Eselon I1.b
s Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
™ Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon |ll.a
BE Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
B Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon I11.b.
18 sepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan
& Bupati ;
B Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural
e Esolon IV.a
BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
: Pasal 57 .
Wbinean dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan,
l%pan dan persandlan diselenggarakan oleh masing-masing Dinas.

Pasal 58
pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Dinas
Weankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
: BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
E Pasal 59
gia-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang mengenal
wiaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
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hal pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
@puton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai
Edengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan
ldengan Peraturan Bupati.
i BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

4 Pasal 60

s saat Peraturan Daerah ini mulai berdaku maka Peraturan Bupati Buton Utara
fomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara
i etau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah inl dinyatakan dicabut dan
Bak berlaku.
Pasal 61

Syraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

"satiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
j dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.
DitetapkandiB u ra n g a
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd
KASIM,SH

‘ ,fundangkan dBuranga
Epada tanggal 2 Agustus 2008

E  SEKRETARIS DAERAH,
2 Cap/Ttd
E Drs. H. LA ODE HASIRUN

£ Pembina Utama Muda, IV/c
E NIP. 050032105

_'f_BARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

=UMUM
& Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
B ranisasi adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
B ontang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
g=lerdii dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berart bahwa
& gotiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam
& organisasi tersendiri.
i Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
E-Nomor 41 Tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
# (epala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdir dari unsur staf
yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam
= bentuk sekretariat, sebagal unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
& penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

& Dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka
Edalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi
pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

: Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan
farah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Buton Utara dalam menjalankan roda pemerintahan yang efislen, efektif,
Wan rasional sesual dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
thasing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
mplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
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H Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaiaman
',dituangkan dalam Pertaturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna
“menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas,
4 pelembagaan funQSI staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara
— tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas
periudlbentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton
. Utara.
" PASAL DEMI PASAL
~ Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

A !’:,'"3ﬂ:ﬁ|rfr.-7, vem

B Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
~ Ayat(2)
Cukup jelas.
B Pasal 4
& Cukup felas.
&Pasal 5
Cukup Jelas.
g Pasal 6
- Ayat(1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

= Pasal 7
& Cukup jelas.
_ pasal 8
~ Cukup jelas
Pasal 9
£ Cukup jelas.
E Pasal 10
E  Cukupjelas.
= Ppasal 11
Cukup jelas.
=Pasal 12
= Cukup jelas.
B Pasal 13
._'1., Cukup jelas.
‘_-; Pasal 14
= Cukup jelas.
i Pasal 15
$  Cukup jelas.
- Pasal 16

E  Cukupjelas.
Pasal 17

£ Cukup Jelas.
ePasal 18

£ Cukup jelas.
grasal 19
= Cukup jelas.
Pasal 20
= Cukup jelas.
Pasal 21
= Cukup jelas.

ik
=

Cukup jelas.
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= pasal 32

& Pasal 13

Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas. ..

Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)
A Cukup jelas.

- Ayat(§)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

: _Pasal34
E Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
E - Pasal 35
2 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
3 Cukup jelas.
=Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas.



Ayat (2)
3 Cukup jelas.

Ayat (3)
3 Cukup jelas.
" Ayat(4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

L pasal 37
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
- Cukup Jelas.
& Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.



® vt (9
3 Cukup jelas.
Pasal 39
e Ayat (1)
3 Cukup jelas.
Ayt (2
Cukup jelas.
B Ayat (3)
| Cukup jelas.
E_ Ayat (4)
Cukup jelas.
g Ayat (5)
s Cukup jelas.
= Ayat (6)
4 Cukup jelas.
= Pasal 40
& Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
- Cukup jelas.
B Ayat(3)
- Cukup jelas.
£ Ayat (4)
3 Cukup Jelas.
e Ayat ()
3 Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
3 Cukup jelas.
= Ayat (2)
Cukup Jelas.
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: Ayat (3)

Cukup jelas.
E— Ayat (4)
e Cukup jelas.
g Ayat(5)
i Cukup jelas.
Ayat (6)

3 Cukup jelas.
g Ayat(7)

Cukup jelas.

E Pasal 42
= Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
= Cukup jelas.
& Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 44
. Ayat (1)
. Cukup jelas.
B Ayat (2)
Cukup jelas.
E Avat(d)
S Cukup jelas.
~ Ayat(4)
Cukup jelas.
& Ayat(5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
-3 Cukup jelas.
= Pasal 45
F Ayat ()
i Cukup jelas.
‘ Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
» Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
= Cukup jelas.
& Pasal 46
= Ayat(1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.




Ayat (3)
= Cukup jelas.
= Ayat (4)
3 Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

& Ppasal 47
@  Cukupjelas.
= Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
4 Cukup jelas.
= Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 50
& Cukupjelas.
& Pasal 51
B Cukup Jelas.
& Pasal 52
& Cukup jelas.
& Pasal 53
5 Cukup Jelas.
= Pasal 54
& Cukupjelas.
= Pasal 55
Cukup Jelas.




Fisal 56
E Ayat (1)
; Cukup jelas.
I Ayat (2
3 Cukup jelas.
£ Ayat (3)
iy Cukup jelas.
E Avat(4)
i Cukup jelas.
& Avat(d)
= Cukup jelas.
- Ayat (6)
3 Cukup jelas.
& Ayat(7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
asal 57
2 Cukup jelas.
% Pasal 58
Cukup jelas.
E Pasal 59
£ Cukup Jelas.
I Pasal 60
e Cukup jelas.
£ Pasal 61
Cukup jelas.

wemescsmmacssmescceoce o2

% Organisasi dan Hukum Mwmvm



" «TUR ORGANISAS! LAMPIRAN | . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR @ & TAHUN 2008

PENDIDIKAN * T

| KEPALADINAS

SEKRETARIAT
z 5 $US BAGN SUS BAGIAN UNUN $UB BAGAN
f' % PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
. I I -
3 B BIDANG BIDANG BIDANG
RMGEONAL PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN NOK FORMAL
— 1] - 1 — 1
B : | SEKSI - SEKSI = BEKS!
.3 5 KURIKULUM PENDIDIXAN
. PRA SEKOLAH DAN "”"’D"“"‘;‘.‘x"“ PENDIDHAN LUAR SZKOLAH
e = PENDIDIKAN DASAR
= = R SEKSI | SERSI [ Rl
g - TAMAN KARAK-KANAK DAN SEKOLAH MENENGAH
— = SEXOLAH DABAR ATAS KEJAR USAHA
= ; _Jr-_-w—— - SEKSI L[ ekl
= ’ R -+l SEKOLAN LUAR BIASA
UPTD P}. BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Tid

KASIM, SH



STRUKTUR ORGANIBAS!

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

- MUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN NONOR  : & TAMN 2008
DAN PARIWISATA TANGGAL : 1 JUU 2008
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
- | |
= SUB BAGIAN BUB BAGIAN UMUN SUS BAGIAN
- PERENCANAAN DAN KEPEGAWALAN KEUANGAN
:
= [ [ |
oo BIDANG BIDANG BIDANG
Aawosonal | | pPEMUDA DAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN PARMISATA
i || SEKSI L] SEKSI - SEKS!
3 PEMBINAAN GENERASI PURBAKALA DAN PENGEMBANGAN PRODUKS!
MUDA CAGAR BUDAYA DAN PEMASARAN
| SEKS! - SEKS! 1 SEKS!
SEJARAH DAN NILA! USAHA JASA DAN
OLAHRAGA BUDAYA USAHA BARANA
I
|| SEKSI L] SEKSI L] SEKSI
PENDATAAN, MONITORING KESEMAN, BAHASA DAN OBYEK DAYA TARIK WISATA
= DAN EVALUAB! SASTRA DAN STANDAR MUTU PRODUK
UPTD P). BUPATI BUTON UTARA,
CapTid

KASIM, SH



PY. BUPATI BUTON UTARA,

CapTed
KASIM, 8H
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IV
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN NOMOR @ 4 TAHUN 2008
TRANSMIGRASI TANGGAL :19 Ju 2008
??
= — KEPALA DINAS
= SEKRETARIAT
f |
o SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
=5 [ | ]
: Lveret BIDANG BIDANG BIDANG
“rrenona SOSIAL TENAGA KERJA TRANSMIGRAS!
; . SEKS! - SEKSI . SEKS!
é . REHABILITAS! DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN
; PEMBERDAYAAN SOBIAL DAN PERLUASAN KERJA TRANSMIGRASI
SEKSI || SEKSI [ SEKSI
= JAMINAN DAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBINAAN DAN USAHA
SOSIAL SERTIFKAS! EXNOW
P}. BUPAT) BUTON UTARA,
CapiTtd

KASIM, SH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

- STRUKTUR ORGANISASI LAMPRAN V :
i s PERHUBUNGAN, KOMUNTKAS! DAN OMOR  : & TAHUN 2008
¥ INFORMATIKA TANGGAL (10 MU 2008
?
5
E
£ —— KEPALA DINAS
_.
;‘
i |1 SEKRETARWT
3 — l
SUS BAGIAN SUS BAGIAN UNUM SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUARGAN
[ | |
MPOX BIDANG BIDANG BIDANG
AL KOMUNIKAS! DAN
PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT INFORMATIKA
| BEKS) SEKSI | SEKSI
LALU LINTAS, LALU UNTAS ANGKUTAN KOMUNTKAS! DAN
KESELAMATAN DAN TEXNK LAUT DAN KESELAMATAN PEFORMATIKAX
SARANA PELAYARAN
L | SEKS! L SEKSI SEKSI
W KEPELABUHANAN POS DAN ra.a(ouumx:snl
PO PJ. BUPATI BUTON UTARA,
Cap/THd

KASIM, SH
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR ORGANISAS! LAMPRAN VB :
8 PERINDUSTRIAN, PENDAGANGAN, TANGGAL ; 'r::jll ::
USAHA KECH. DAN MENENGAH o
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT

r 1
BUS BAGIAN SUD BAGIAN UMUR 8UB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN

C I S
rﬁﬁlfﬁ" BIDANG BIDANG
KOPERAS!, USAHA KECK
FUNGBIOHAL ;
_ PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN MENENGAH
| r--’ et

| SERST || SEKSI - SEKS|

UBAMA °¢NW PENDAFTARAN PERIDNAN USAHA KECL DAN
PEMBERDA DAN USAHA PERINDUSTRIAN MENENGAH
i T | SEXST ] SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERMODALAN,
PENDAFTARAN DAN ; vl
- TERHADAP GANGQUAN DAMPAX PINJAM DAN JASA KEUANGAN|
|| e | SEKSI - SEKS]
PENGAWASAN NETROLOGI
PENGOLAHAN DATA DAN PENDAFTARAN KOPERASL,
DAN W PENEMBANGAN IKBM MONITORING DAN EVALUASN
= P}. BUPATI BUTON UTARA,
CapiTid

KASIM, SH




LAMPYRAN VI

) mwwmmmmm

k . JTRUKTUR ORGANISAN!
PENDAPATAN, PENGELOLAAN NOMOR 14 TAHUN 2008
N DAN ASSET DAERAH TANOGAL 9 AU 2000
KEPALA DINAS
o SEKRETARIAT
B 3 [ ]
= 208 BAGUAN
SUB BAGLAN SUS BAGUN
PERENCARAAN Bl KELANGAN
[ I [ I |
S BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
I J— re;:"znw AKUNTANSIDAN | | PENGELOLAAN AsSST
i ] | ] ] ]
=z [ sexsi SERS! BERS! SEXEI SEXS!
E o | 7] avocanan | | B PERENCANAAN DAN
. S O =7 ] | [ e | [ s [ xS
= = PENAGIHAN PAJAK ANGOARAN TIOAX IVENTAREAS DAN
: 3 DAN RETRISUS! LANGIUNG VERFIAS PEEAPORAN PENGHAPUSAN
UPTD P, BUPATI BUTON UTARA,

CapiTrd

KASIM,SH
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

- = STRUKTUR ORGANISAS! LAMPIRAN X :
e JAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN NOMOR  : 4 TAHUN 2004
& SIPIL TANGGAL : 19 WU 2008
"l KEPALA DINAS
== SEKRETARIAT
= [ ]
= = SUB BAGIAN 2UB BAGIAN UNUM $UB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
4 [ | 1
m BIDANG BIDANG BIDANG
KNSRONAL PENGOLAHAN DATA, MONITORING,
. : KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL A LARERN PLAPOION
. _ ) 1
- SEKSI - SEKS! | ] SEKSI
PELAYANAN PENDAPTARAN PENGOLAHAN DATA DAN
2 - PENDUDUK PRATARR AR STATISTK
- - SEKSI | ] BERST | ] SEK®I
MUTAS! DAN PENGENDALIAN PERKAWINAN, PERCERAIAN PENYULUHAN, MONITORING,
PENDUDUK DAN PENGANGKATAN ANAX EVALUASI DAN PELAPORAN
UPTD P}. BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd

KASIM, SH
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

! STRUKTUR ORGANISAS! LAMPIRAN X :
“NAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN DR N 38
PERKEBUNAN TANGGAL 19 NU 2004
| KEPALA DINAS
: : SEKRETARIAT
SUB BAGUN SUB BAGLAN UM 8UB BAGIAN
3 PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIN KEUANGAN
2 5 == I [ ]
: pemeh BIDANG BIDANG BIDANG
ABATAX
PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN
T
F_'_'—J r___]
PRODUKS! TANANAN )
PANGAN PRODUKS! TERNAK PRODUKS! PERKEBUNAN
- | BEKSI ] SEKS! N ]
= PENGELOLAAN LAHAN KESEHATAN HEWAN DAN PENGOLAHAN DAN
] DAN AR KESMAVET PEMASARAN

- SEREH - SEKS! - SERSl

= SARANA DAN PEMBISITAN, PENYEBARAN

3 PRASARANA DAN PENGAWASAN TERNAX HOLTIKULTURA

UPTD P. BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Tid

KASIM, SH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR ORGANISAS! LAMPIRAN X :
DINAS KEHUTANAN NSRS & AT
TANGGAL : 19 JWJ 0
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
I i
2UB BAGUN BUB BAGIAN UNUM U8 BAGUAN
[ | 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGAWASAN, PEMBINAAN INVENTARSAS! DAN TATA RERABIUTAS DAN BiNA
DAN PERUNDUNGAN HUTAN OUNA HUTAN PENGUARAAN TN PRODUKE RUTAN
N — 1 | 1
] SEKSI SEKSI SEKSI || SEXS]
ronmiaons | [ (] meowmuse —
EAMARAN KENTANAN PERSETAN PEREDARAN NSAL NUTAR KONBERVAN
| SEKS! N SEKSI - SEKSI ] 8EXS!
PEMBINAAN PENGENDALIAN PERIZNAN,
KONSERVAS! DAN EVALUAS DAX PENGELOLAAN DAN PONTULUHAN DAX
2 PERUNDAS-URDANGAY
REHABILITAS! HUTAN PEALPORAN PENGUIAN HARL
UPTD Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd
KASIN, 84
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©  §TRUKTUR ORGANISASI LAMPSRAN )OI ©  PERATURAN DAERAN KABUPATEN BUTON UTARA

\8 KELAUTAN DAN PERIKANAN e o A ot
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT

N ]
BUB BAGIAN BUS BAGIAN UMUM SUB BAOLAN
PERENCANAAN KEUANGAN

L | 1 1

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENELITIAN DAN PENGAWASAN PENGOLAHAN USAHA
PENGEMBANGAN USAHA BUMBERDAYA DAN PRODUK 81 DAN DATA PERIKANAN DAN
PERKANAN PERLIMDUNGAN PESISIR PEMASARAN
| ’__J ]

] SERSI [ s || SERS SEXEI

TEXNOLOO! KELAUTAN PBAWALAN BASEOAYA W PENGOLANAN HASL
DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PSRICANAN PERIANAN
BUDIDAYA
] SERSI | [ sexs L] SERSI ] 3]
PENGEMBANGAN 80N PENGELOLAAN PEMASARAN HASL
DAN KELEMBAGAAN rm ARTARANTERCN PERIANAX
s P}, BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Tid
KASIM, 84




xm: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : & TAHUN 2004
TANGGAL : 19 AU 2008

SEKRETARIAT
[ ]
SUB BAGIAN BUB BAGIAN UNUN SUB BAGIAR
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
[ T 1
BIDANG BIDANG BIDANG
GEOLOGI DAN
SUMBERDAYA MINERAL PERTAMBANGAN UMUM ENERGH
- SEKSI - SEKS! SEKSI
PEMETAAN DAN EXPLORASI DAN
PENYIAPAN WILAYAH EXPLOITAS! MINYAX DAN GAS
= SEKS! | SEKSI || SEK®I
PERALATAN DAN PENGAWASAN DAN
LABORATORIUM PENGENDALIAN TANBANG KETENAGA LISTRIKAN
- ‘
W L] TERH L] CTC
PENGELOLAAN AIR BAWAH PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN MINYAK, 0AS
TANAH DAN PERMUKAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DAN
UPTD P}, BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd
KASIM, SH
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